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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan metode Tarif Efektif Rata-

Rata (TER) dalam perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 bagi pegawai 

tetap pada DWP Consulting. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 

dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa total PPh Pasal 

21 bulanan untuk 6 pegawai dengan metode tarif progresif sebesar Rp433.763, 

sedangkan metode TER yang diterapkan pada 5 pegawai menghasilkan total PPh 

bulanan sebesar Rp305.435, dimana pegawai BP tidak dikenai tarif TER. Pada 

pegawai ANT, tarif progresif menghasilkan PPh bulanan sebesar Rp111.904, 

sementara TER sebesar Rp88.659. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan TER 

tidak hanya menurunkan jumlah pajak bulanan yang harus dibayarkan pegawai, 

tetapi juga menyederhanakan proses perhitungan dan administrasi, sehingga 

meningkatkan efektivitas pengelolaan pajak di perusahaan. 
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BAB I  

PENDAHULUAN  

 

 

A. Latar Belakang  

Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang 

berperan penting dalam mendanai berbagai sektor publik di Indonesia. Pajak 

adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau 

badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang. Menurut Prof. 

Dr. Rochmat Soemitro (2012) “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara 

berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak 

mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat 

ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Oleh 

karena itu, aktivitas pembayaran pajak menjadi kewajiban bagi setiap warga 

negara Indonesia yang telah memenuhi syarat secara objektif maupun subjektif 

sesuai peraturan perundang-undangan. 

Peraturan perpajakan di Indonesia mengalami berbagai perubahan, 

termasuk ketentuan mengenai PPh Pasal 21, sebelumnya pada tahun 2021 

pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 7 

Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dimana tarif dalam 

menghitung PPh Pasal 21 yaitu tarif 5% dengan penghasilan sampai Rp 60 juta, 

tarif 15% untuk penghasilan Rp 60 juta sampai Rp 250 juta, tarif 25% dengan 

penghasilan Rp 250 juta sampai Rp 500 juta, tarif 30% untuk penghasilan Rp 

500 juta sampai Rp 5 miliar, dan tarif 35% untuk penghasilan diatas Rp 5 miliar. 
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Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 

terkait PPh Pasal 21, yang mulai berlaku pada 1 Januari 2024. 

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan 

Pajak Penghasilan Pasal 21 mengatur penggunaan metode Tarif Efektif Rata-

Rata (TER) dalam pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima 

Wajib Pajak Orang Pribadi sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. 

TER yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak diharapkan dapat 

memberikan kemudahan serta kesederhanaan wajib pajak dalam hal 

menghitung besarnya pemotongan PPh Pasal 21 disetiap wajib pajak. 

Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan menggunakan tarif TER 

dilakukan dengan mengelompokkan tarif pajak berdasarkan jenis penghasilan, 

yaitu penghasilan harian dan penghasilan bulanan sesuai klasifikasi A, B, dan 

C. Tarif bulanan kategori A sebesar 0% untuk penghasilan bulanan sampai Rp 

5,4 juta hingga 34% untuk penghasilan bulanan di atas Rp 1,4 miliar, tarif 

bulanan kategori B dikenakan tarif 0% untuk penghasilan sampai Rp 6,2 juta 

hingga 34% untuk penghasilan bulanan diatas Rp 1,4 miliar, dan untuk tarif 

bulanan kategori C sebesar 0% untuk penghasilan sampai Rp 6,6 juta hingga 

34% untuk penghasilan diatas Rp 1,4 miliar. 

Sebagai tindak lanjut dari kebijakan yang tertuang dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 pada tanggal 29 Desember 2023 tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan sehubungan dengan 

Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Pribadi. PMK ini mulai berlaku efektif pada 1 
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Januari 2024 dan memperkuat implementasi metode perhitungan Pajak 

Penghasilan Pasal 21 dengan menggunakan Tarif Efektif Rata-rata (TER). 

Metode TER dalam PMK tersebut disusun berdasarkan ketentuan Penghasilan 

Tidak Kena Pajak (PTKP), sehingga diharapkan dapat menyederhanakan proses 

pemotongan bagi pemberi kerja serta memberikan kepastian dan kemudahan 

bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. 

Menurut Yohan Suharsoyo (2024) penerapan metode Tarif Efektif Rata-rata 

(TER) bertujuan untuk menyederhanakan sistem pemotongan Pajak 

Penghasilan (PPh) Pasal 21 agar lebih simpel, transparan, dan dapat 

dipertanggungjawabkan. Metode ini memungkinkan perusahaan melakukan 

pemotongan pajak dengan cara mengalikan penghasilan bruto bulanan dengan 

tarif yang telah ditetapkan berdasarkan status PTKP, sehingga proses 

administrasi pajak menjadi lebih efisien. Meskipun potongan setiap bulan bisa 

berbeda dibandingkan metode sebelumnya, jumlah pajak yang dibayarkan 

selama setahun tetap sama. Oleh karena itu, TER dinilai sebagai langkah 

reformasi yang memudahkan wajib pajak dan meningkatkan kepatuhan pajak. 

Namun, pada praktiknya terdapat perusahaan yang belum memanfaatkan 

metode ini secara maksimal. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh  

Hanifah et al. (2024) pada PT. CDS yang bertujuan untuk mengetahui dampak 

penggunaan metode Tarif Efektif Rata-rata (TER) dalam pemotongan PPh Pasal 

21 bagi karyawan tetap. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif 

dengan membandingkan pemotongan sebelum dan sesudah penerapan TER. 

Hasil perhitungan pada bulan Januari–Juni 2024, seharusnya jumlah 



4 

 

 

pemotongan pajak sebesar Rp5.369.000, namun ternyata terjadi pemotongan 

yang lebih besar dari seharusnya. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan 

metode Tarif Efektif Rata-rata (TER) perlu dilakukan dengan teliti agar tidak 

merugikan perusahaan maupun karyawan. 

DWP Consulting merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa 

konsultasi perpajakan dengan jumlah pegawai tetap sebanyak 12 orang. 

Perusahaan ini menghadapi tantangan dalam menerapkan kebijakan Tarif 

Efektif Rata-Rata (TER) dalam perhitungan PPh Pasal 21. Dari keseluruhan 

pegawai, terdapat enam orang berpenghasilan di bawah batas Penghasilan Tidak 

Kena Pajak (PTKP), sementara enam orang lainnya memiliki penghasilan di 

atas PTKP. Variasi penghasilan pegawai setiap bulan dipengaruhi oleh berbagai 

komponen tambahan yang memengaruhi total penghasilan bulanan, sehingga 

berdampak pada besaran pajak yang harus dipotong dan disetorkan. 

Penerapan kebijakan TER membawa perubahan signifikan terhadap metode 

perhitungan Pajak Penghasilan bagi pegawai tetap. Perubahan kebijakan ini 

tidak hanya memengaruhi kewajiban perpajakan perusahaan, tetapi juga 

berdampak pada penghasilan bersih yang diterima pegawai. Oleh karena itu, 

penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perhitungan PPh Pasal 21 sebelum 

dan setelah penerapan TER, serta membandingkan dampaknya terhadap 

perusahaan dan pegawai di DWP Consulting. Berdasarkan latar belakang 

tersebut, penulis mengangkat judul penelitian “Penerapan Metode Tarif Efektif 

Rata-rata terhadap Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pegawai Tetap 

pada DWP Consulting.” 
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B. Rumusan Kesenjangan  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan 

kesenjangan pada penulisan ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah perbandingan perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 bagi 

pegawai tetap DWP Consulting antara metode Tarif Progresif dan metode 

Tarif Efektif Rata-rata (TER)? 

2. Bagaimanakah dampak perhitungan PPh Pasal 21 bagi pegawai tetap DWP 

Consulting antara metode Tarif Progresif dan metode Tarif Efektif Rata-rata 

(TER)? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan  

Berdasarkan rumusan kesenjangan di atas, maka tujuan pada penulisan ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) 

Pasal 21 bagi pegawai tetap di DWP Consulting antara metode Tarif Progresif 

dan metode Tarif Efektif Rata-rata (TER). 

2. Untuk menganalisis dampak penerapan metode Tarif Progresif dan metode 

Tarif Efektif Rata-rata (TER) terhadap perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 

21 bagi pegawai tetap di DWP Consulting. 

Adapun manfaat dari penulisan ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi DWP Consulting 

     Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan informasi dan 

masukan bagi DWP Consulting mengenai perbandingan metode 
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perhitungan PPh Pasal 21 serta dampak penerapan TER terhadap kewajiban 

pajak pegawai tetap. 

2. Bagi Politeknik Negeri Bali 

Hasil dari penulisan ini diharapkan dapat menjadi tambahan repository 

yang bermanfaat bagi Politeknik Negeri Bali serta memperkaya koleksi 

refrensi perpustakaan, sehingga dapat digunakan sebagai sumber informasi. 

3. Bagi Mahasiswa 

Hasil dari penulisan ini diharapkan dapat membantu mahasiswa dalam 

menyusun tugas akhir, karya ilmiah, maupun tulisan akademik lainnya, 

khususnya yang berkaitan dengan perbandingan metode perhitungan PPh 

Pasal 21 dan penerapan metode Tarif Efektif Rata-rata (TER). 
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BAB V  

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka memberikan 

simpulan sebagai berikut: 

1. Hasil perhitungan menggunakan metode tarif progresif menunjukkan bahwa 

total PPh Pasal 21 bulanan untuk 6 pegawai tetap sebesar Rp433.763, lebih 

tinggi dibandingkan metode Tarif Efektif Rata-Rata (TER) yang hanya 

diterapkan pada 5 pegawai dengan total PPh bulanan sebesar Rp305.435, 

karena pegawai BP tidak dikenai tarif TER. Pada kasus pegawai ANT, tarif 

progresif menghasilkan PPh sebulan sebesar Rp111.904, sedangkan TER 

sebesar Rp88.659. Dengan penerapan TER, perhitungan pajak menjadi lebih 

sederhana dan jumlah pajak bulanan pegawai menurun. Dengan demikian, 

perusahaan dapat menyederhanakan administrasi pemotongan pajak dan 

mengelola kewajiban perpajakan secara lebih efisien. 

2. Penerapan metode TER memberikan dampak signifikan terhadap efektivitas 

pengelolaan pajak di DWP Consulting. Melalui TER, perusahaan mampu 

menghitung pajak bulanan pegawai secara cepat dan akurat, sekaligus 

menyederhanakan proses administrasi pemotongan dan pelaporan pajak. 

Berdasarkan hasil perhitungan untuk pegawai ANT dengan tarif TER 

kategori A 1,25% (TK/0), PPh bulanan menurun dari Rp111.904 menjadi 

Rp88.659. Secara keseluruhan, metode TER membantu perusahaan 
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meningkatkan efisiensi administrasi, mengurangi beban pajak bulanan 

pegawai, dan mempermudah pengelolaan pajak secara keseluruhan. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka memberikan 

saran sebagai berikut: 

1. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas penelitian dengan 

menambah jumlah pegawai atau melibatkan pegawai dengan berbagai 

kategori TER lainnya. Hal ini dikarenakan penelitian ini hanya melibatkan 

pegawai dengan kategori TER A, sehingga perhitungan metode TER 

belum mencakup seluruh kategori dan belum menggambarkan kondisi 

yang lebih menyeluruh. 

2. Bagi DWP Consulting, disarankan untuk memberikan edukasi kepada 

pegawai terkait perubahan metode perhitungan pajak, termasuk alasan 

penerapan dan dampaknya terhadap penghasilan mereka. Edukasi ini akan 

mendukung pemahaman pegawai mengenai metode TER, sehingga 

meningkatkan akurasi pemotongan pajak dan efisiensi dalam proses 

perhitungan serta administrasi perpajakan.   
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